
 

BUPATI BOGOR 

PERATURAN BUPATI BOGOR  

NOMOR  78  TAHUN 2018 

  TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                             
TAHUN ANGGARAN 2017 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11  Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara    
Republik    Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.Undang-Undang....... 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);        

8. Undang-Undang   Nomor    33   Tahun   2004   tentang   
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5234);  

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 123); 

13.Peraturan........ 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum   (Lembaran   
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006             
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

21.Peraturan…… 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);   
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);   

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5533);  

30.Peraturan....... 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia   Nomor 6057);  

33. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310); 

34. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 427); 

38.Peraturan........ 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1321); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

45.Peraturan……. 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 

III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 1983 Nomor 3 
Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 
III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 1993 Nomor 
10 Seri D); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 
Bogor  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 

Nomor 234,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  
Nomor 11); 

47. Peraturan Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  8  Tahun  
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Bogor  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2015 Nomor 2); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3);  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor  Tahun 2011 Nomor 13); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Pembentukan BUMD Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 63); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 
64); 

53.Peraturan....... 
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53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor  Tahun 2011 Nomor 28); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2013 Nomor 7); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang 
Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 79); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 

4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2017 Nomor 5); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah 
Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);  

60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 88); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 
96); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5);  

64.Peraturan......  
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64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 8);  

65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada         
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, Tbk dan   
PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);  

66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Mengatur 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 10);  

67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2017 Nomor 11);  

68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 4);  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017.  

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017, terdiri dari: 

a. Pendapatan   

 1. Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp. 3.041.872.447.905,35 

 2. Pendapatan Transfer Rp. 3.781.900.015.038,00 

 3. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah                              

Rp.    151.280.615.097,00 

 

 

 Jumlah Pendapatan Rp. 6.975.053.078.040,35 

b. Belanja….. 

 

 

 



 

b. 
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Belanja 

  

 1.   Belanja Tidak Langsung  

  a) Belanja Pegawai Rp.     1.895.900.242.332,00 

  b) Belanja Hibah Rp. 221.563.642.076,00 

  c) Belanja Bantuan    

Sosial 

Rp. 34.614.400.000,00 

  d) Belanja Bagi Hasil Rp. 135.194.512.293,00 

  e) Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp. 834.111.180.226,00 

  f) Belanja Tidak 

Terduga 

Rp. 14.613.548.327,00 

  g) Belanja Hasil 

Pendapatan 

Lainnya              

Rp. 00,00 

  Jumlah Belanja Tidak 

Langsung 

Rp.     3.135.997.525.254,00 

 2.   Belanja Langsung   

  a) Belanja Pegawai Rp. 536.961.880.170,00 

  b) Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp. 1.677.630.861.939,00 

  c) Belanja Modal Rp. 1.525.152.052.623,00 

  Jumlah Belanja 

Langsung 

Rp. 3.739.744.794.732,00 

 

  Jumlah Belanja   Rp. 6.875.742.319.986,00 

c. Pembiayaan   

 1.   Penerimaan Rp. 696.587.130.027,71 

 2.   Pengeluaran (Rp.) 110.700.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan 

Netto 

Rp. 685.197.888.082,06 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

 Rp. 692.815.793.144,33 

 

Pasal 2…….. 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

       Ditetapkan di Cibinong 
                                                                      pada tanggal  

         BUPATI BOGOR, 

    

 

 

           NURHAYANTI 

 

 

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

 

 

                 ADANG SUPTANDAR  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN            NOMOR  

 
 
 

 
 



 
 
 
 

NOTA  DINAS 

Kepada :  Yth.Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah 
Nomor :        /Nota/Per-UU/  / 
Tanggal :                    
Perihal :  Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017. 

 

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017. 

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini bahwa untuk melaksanakan  
ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017. 

Demikian, apabila Ibu berkenan peraturan terlampir dapat ditandatangani. 

                                                                         SEKRETARIS DAERAH, 

 

                                                                  Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM 
                                                                          Pembina Utama Madya 
                                                                            NIP. 196009041989031005 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 45), diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut: 

1 Pendapatan     

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp. 2.348.303.470.000 

 b. Dana Perimbangan   Rp. 2.869.018.496.000 

  Semula Rp. 2.884.527.682.000   

  Bertambah/(berkurang) Rp. 5.032.962.000   

  setelah Perubahan   Rp. 2.889.560.644.000 

 c. Lain-lain Pendapatan yang 

sah 

    

        Semula 

       Bertambah/(berkurang)                                                             

       Setelah Perubahan 

 

 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 

Rp. 

1.651.179.851.000 

(2.162.802.000) 

 

 

Rp. 

 

 

 

1.649.017.049.000 

 

  Semula Rp. 6.884.011.003.000   

  Bertambah/(berkurang) Rp. 2.870.160.000)   

  setelah Perubahan   Rp. 6.886.881.163.000 

 Belanja     

 a. Belanja Tidak Langsung     

  1. Belanja Pegawai   Rp. 2.301.906.882.000 

  2. Belanja Hibah 

Semula 

Bertambah/(berkurang)   

Setelah Perubahan                                                             

 

Rp. 

Rp. 

 

 

539.390.435.000  

714.000.000  

 

 

 

 

Rp. 

 

 

 

540.104.435.000 

  3. Belanja Bantuan Sosial   Rp.  

  Semula Rp. 22.921.600.000   

  Bertambah/(berkurang)   

Setelah Perubahan                                                             

Rp. 3.000.000  

Rp. 

 

22.924.600.000 

  4. Belanja Bagi Hasil kepada   
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Desa 

 

    

  Semula Rp. 135.434.590.000   

  Bertambah/(berkurang Rp. 202.440.000   



  Setelah Perubahan   Rp. 135.637.030.000 

  5. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/ 

    Kota/Pemerintahan Desa 
dan lainnya 

Semula 
Bertambah/(berkurang)   
Setelah Perubahan 

6. Belanja Tidak Terduga                                                            

 
 
 
 
 
Rp. 
Rp. 

 
 
 
 
 

774.800.327.000 
3.247.252.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rp. 

Rp. 

 
    
 
 
 
 
 

778.047.579.000 

10.000.000.000 
 

  Jumlah Belanja Tidak     

  Langsung     

  Semula Rp. 3.784.453.834.000   

  Bertambah/(berkurang)     Rp. 4.166.692.000   

  Setelah Perubahan   Rp. 3.788.620.526.000 

 b. Belanja Langsung     

  1. Belanja Pegawai     

      Semula Rp. 373.602.463.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. 27.365.059.000   

      setelah Perubahan   Rp. 400.967.522.000 

  3. Belanja Barang dan  Jasa     

      Semula Rp. 1.931.040.309.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. 16.582.454.000   

      setelah Perubahan   Rp. 1.947.622.763.000 
 

  3. Belanja Modal     

      Semula Rp. 1.570.351.710.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. (45.690.864.000)   

      setelah Perubahan   Rp. 1.616.042.574.000 

        

 

Jumlah Belanja Langsung 

      Semula Rp. 3.874.994.482.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. 89.638.377.000   

      setelah Perubahan   Rp. 3.964.632.859.000 

 Jumlah Belanja Daerah     
      Semula Rp. 7.659.448.316.000   
      Bertambah/(berkurang) Rp. 93.805.069.000   
      setelah Perubahan   Rp. 7.753.253.385.000 

3 Surplus/(Defisit)     
      Semula Rp. (775.437.313.000)   

      Bertambah/(berkurang) Rp. (90.934.909.000)   

      setelah Perubahan   Rp. (866.372.222.000) 

4 Pembiayaan    

 a. Penerimaan     

      Semula Rp. 831.337.313.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. 90.934.909.000   

      setelah Perubahan   Rp. 922.272.222.000 

 b. Pengeluaran   Rp. 55.900.000.000 

  Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.  



      Semula Rp. 775.437.313.000   

      Bertambah/(berkurang) Rp. 90.934.909.000   

      setelah Perubahan   Rp. 866.372.222.000 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00 

 

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :  

        Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 
 

 

3.  Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :  
 
 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perangkat Daerah  yang mengalami perubahan, dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 

4.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal  6 
 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan  perundang-undangan. 

 

Pasal II....... 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

                                                                              Ditetapkan di Cibinong 
                                                                              pada tanggal      

 BUPATI BOGOR, 

  

  

NURHAYANTI 
 

 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DINAS 

Kepada :  Yth.Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah 
Nomor :        /Nota/Per-UU/  / 
Tanggal :                    
Perihal :  Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018. 

 

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini :   

a. bahwa dengan adanya penambahan alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi 
hasil cukai hasil tembakau,  dana hibah terusana dari Pemerintah Pusat, dan 
bantuan keuangan dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah 
ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

 
   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

 

 

 

 

 

ADANG SUPTANDAR  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TAHUN          NOMOR 

 



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan 
kedua terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

b. bahwa dengan adanya penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari 
dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang bersifat earmark, Dana Alokasi 
Khusus dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Bantuan Keuangan yang 
bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang 
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan 
mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.  

Demikian, apabila Ibu berkenan peraturan terlampir dapat ditandatangani. 

                                                                         SEKRETARIS DAERAH, 

 

                                                                  Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM 
                                                                          Pembina Utama Madya 
                                                                            NIP. 196009041989031005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

                      Pasal 1 



  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagai berikut : 

1. Pendapatan                Rp.   6.884.011.003.000 

2. Belanja               Rp.   7.659.448.316.000 

 Surplus/(Defisit)               Rp.    (775.437.313.000) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan               Rp.      831.337.313.000 

b. Pengeluaran               Rp         55.900.000.000 

 Jumlah Pembiayaan Netto               Rp.      775.437.313.000 

Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran 

Tahun berkenaan(SilPA)               Rp.                              0 

 

           Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran I yang  merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3........ 
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            Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II yang  merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

           Pasal 4 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah, 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

          Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan 
sosial, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 

                                   Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 



dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

                                                           Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

                                                 Ditetapkan di Cibinong 

                   pada tanggal      
  

          BUPATI BOGOR, 
                  
 

 
 NURHAYANTI 

 

 

 

 

 

NOTA  DINAS 

Kepada :  Yth.Bupati Bogor  

D a r i : Sekretaris Daerah 
Nomor :        /Nota/Per-UU/  / 
Tanggal :                    

Perihal :  Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018. 
 

 

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 

 
 

 
 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal    

 

 
   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

 

 

  

ADANG SUPTANDAR  
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN          NOMOR  



perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

 

Demikian, apabila Ibu berkenan peraturan terlampir dapat ditandatangani. 

 

                                                                         SEKRETARIS DAERAH, 

 

                                                                  Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM 
                                                                          Pembina Utama Madya 
                                                                            NIP. 196009041989031005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2851); 

69. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686),  sebagaimana  

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

70. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara    
Republik    Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

71. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

72. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

73. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4355); 

7.Undang-Undang..... 
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74. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

75. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);        

76. Undang-Undang   Nomor    33   Tahun   2004   tentang   

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

77. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

78. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5234);  

79. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5495);  

80. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568);  

81. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

15.Peraturan.......... 
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82. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 32); 

83. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

84. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (Lembaran  
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia   Nomor 



4416),  sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah,  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

85. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum   (Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

86. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   4575); 

 

20.Peraturan...... 
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87. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

88. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

89. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

90. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 



91. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 

92. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4614); 

93. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dearah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 4693); 

94. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

28.Peraturan…… 
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95. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

96. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

97. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

98. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

99. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 



Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);   

100. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);   

101. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);   

35.Peraturan...... 
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102. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 5202);  

103. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);  

104. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

105. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5533);  

106. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539);  

107. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 



108. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
310); 

109. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

110. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 

44.Peraturan...... 
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111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

112. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

113. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 

Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

114. Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri  Nomor  20 Tahun  
2009  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri   Dalam   
Negeri  Nomor  20 Tahun  2009  tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

115. Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri  Nomor  32 Tahun  
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

116. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 

117. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

118. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

52.Peraturan…… 
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119. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

120. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

121. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014 
tentang Batas Minimal Defisit APBD dan Batas Maksimal 
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015; 

122. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 

III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 1983 Nomor 3 
Seri G), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 1993  Nomor 
10 Seri D); 

123. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 2008 
Nomor 9); 

124. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor  Tahun 2008 Nomor 11); 

125. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 2008 Nomor 12); 

126. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Bagian Desa Dari Hasil Pendapatan Daerah 



(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 2008 Nomor 
22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa Dari Hasil 
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 24); 

127. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor  Nomor 27 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008       
Nomor 27); 

61.Peraturan..... 
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128. Peraturan Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  8  Tahun  

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 

129. Peraturan Daerah Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40); 

130. Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 41); 

131. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bogor  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2010 Nomor 2); 

132. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3); 

133. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2010 Nomor 4); 

134. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2010 Nomor 5); 

135. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010  Nomor 9); 

136. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2010  Nomor 10); 



137. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 

Leuwiliang Kelas C  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 54); 

 

71.Peraturan..... 
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138. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang 
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 80);  

139. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011  Nomor 7);  

140. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2011 Nomor 8);  

141. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 58); 

142. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III  pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum 
Daerah Cibinong  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 59); 

143. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13); 

144. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pembentukan BUMD Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 63); 

145. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 



(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011         
Nomor 21); 

146. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2011 Nomor 22); 

80.Peraturan..... 
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147. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 25);  

148. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011  
Nomor 26);  

149. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 27);  

150. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor  Tahun 2011 Nomor 28); 

151. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29); 

152. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30); 

153. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 64); 

154. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 65); 

155. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 
tentang  Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 66); 

156. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 67); 

157. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan 



Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2012 Nomor 13);  

91.Peraturan...... 
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158. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2012 Nomor 14); 

159. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor  5 Tahun 2013 

tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data 
Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013  Nomor 5); 

160. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2013 Nomor 7); 

161. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten 

Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga 
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 76); 

162. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77); 

163. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dibidang 

Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 79); 

164. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2014 Nomor 8); 

165. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1); 

166. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 82); 

167. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2014 Nomor 42); 



101.Peraturan....... 
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168. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2014 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 45 TAHUN 2014 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 45), diubah sebagai 
berikut : 

3. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015, sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Semula Rp. 1.656.290.853.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.      18.256.764.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.674.547.617.000 

b. Dana Perimbangan    Rp.2.471.188.907.000 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Semula Rp. 1.103.158.367.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.    177.537.877.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.280.696.244.000 

 Jumlah Pendapatan 

  Semula Rp. 5.230.638.127.000 

  Bertambah/(Berkurang) Rp.    195.794.641.000 

  Setelah Perubahan    Rp.5.426.432.768.000

        
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp.2.085.328.036.000 

2. Belanja Hibah Rp.     75.337.700.000 

3. Belanja Bantuan Sosial Rp.     33.158.500.000 

4. Belanja Bagi Hasil Rp.     97.632.832.000 

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 

5.Belanja...... 
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5. Belanja Bantuan Keuangan Rp.   474.557.253.000 

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ 

Pemerintahan Desa dan Lainnya 

6. Belanja Tidak Terduga Rp.     20.000.000.000 

 

b. Belanja Langsung   

1. Belanja Pegawai 

Semula Rp.   391.658.760.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.      13.111.194.000 

Setelah Perubahan    Rp.   404.769.954.000 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Semula  Rp.1.286.787.530.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.   141.187.232.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.427.974.762.000 

3. Belanja Modal 

Semula  Rp.1.798.241.019.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.     59.020.562.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.857.261.581.000 

Jumlah Belanja 

Semula  Rp.6.262.701.630.000 

Bertambah/(Berkurang) Rp.   213.318.988.000 

Setelah Perubahan    Rp.6.476.020.618.000 

  

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

Semula  Rp.1.058.107.503.000 

Bertambah/(Berkurang)  Rp.     17.524.347.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.075.631.850.000 

b. Pengeluaran    Rp.     26.044.000.000 

Jumlah Pembiayaan Netto    

Semula  Rp.1.032.063.503.000 

Bertambah/(berkurang)  Rp.     17.524.347.000 

Setelah Perubahan    Rp.1.049.587.850.000 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.                      0,00

 (SILPA)  

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Bupati ini. 

3.Ketentuan....... 
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3.  Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 3 



Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

4.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal  6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

            Ditetapkan di Cibinong 
                     pada tanggal      

 

 
 

NOTA  DINAS 

Kepada :  Yth. Plt. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah 
Nomor :        /Nota/Per-UU/III/2015 

 Plt. BUPATI BOGOR, 
  

 

  

NURHAYANTI 
 

 

 
Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal       

 

 
   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

 

 

 
 

 

 

ADANG SUPTANDAR  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN  2015 NOMOR 

 

  

 



Tanggal :   Maret  2015 
Perihal :  Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.  

 

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.  

 
Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, sebagai berikut : 

 

169. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan tambahan alokasi 
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi 
Jawa Barat Tahun anggaran 2015 yang diterima setelah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
 

170. bahwa dengan adanya tambahan alokasi anggaran dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk program dan 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti 
dana darurat, dana bencana alam, dana alokasi khusus dan bantuan keuangan 
yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat 
dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum 
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD. 

Demikian, apabila Ibu berkenan peraturan terlampir dapat ditandatangani. 

                                                                        SEKRETARIS DAERAH, 

 

                                                                  Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM 
                                                                          Pembina Utama Madya 
                                                                            NIP. 196009041989031005 
 

 
 

 

 

 


